SALINAN
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR : /2 /HK.01.3/3577/2022
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/3577 /KPU-Kot/11/2020
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal
30 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu
menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846),

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Layvanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

5. Peraturan...



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

~

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemillhan Umum Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019
tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar
Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum;

Surat KPU tanggal 20 Aprii 2015 Nomor

178/KPU/IV/2015 Perihal : Tindak lanjut PKPU No.1

Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan KPU.

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MADIUN.

Mengubah Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota
Madiun, dengan susunan keanggotaan dan Struktur
sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA...
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KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, bertugas :

1. Menvusun, menyediakan, dan/atau menerbitkan
informasi publik;

2. Menyediakan informasi publik yang benar dan akurat;

3. Menyusun dan menetapkan Standard Operating
Procedure [SOP) demi tercapainya keseragaman dalam
menjalankan pelayanan informasi kepada pubhk
dengan mempedomani Peraturan KPU Nomor 1 Tahun
2015;

KETIGA . Struktur PPID bertanggung jawab dan melaporkan hasil
pelaksanaan tugasnva kepada Ketua KPU Kota Madiun
secara berkala.

KEEMPAT . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal o??April 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
ttd

S. WISNU WASRDHANA

alinan sesuai dengan aslinya
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